
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 29 TAHUN2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENJAB ARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a.

b.

Mengingat: 1.

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud hurul'a, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7)sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );

11. Undang-Undang Nomor 28Tahun2009 tentang Pajakdan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049 );

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepah. Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Kctiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdoman Penvusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun
2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloluan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 201 1 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

35. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 1 (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 1

Pasal I

Beberapa ketcntuan dalam IViaturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2011 N<«inor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)
diubah sebagai berikut :

I. Pasal angka 1, angka 2. il.in angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

I'asal 1

Anggaran Pendapatan d.ni Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011 terdiri
atas :

1 Pendapatan :
a. Pendapatan r\sh Daerah Rp. 34.724.335.750,30
b. Dana Perimbangan Rp. 366.648.579.027,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 108.201.631.232.22
Jumlah Pendapatan Rp. 509.574.546.009,52
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2. Belanja
a. B ulanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 339.352.107.772,52
2. Belanja Bunga Rp. 0.00

3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 10.402.235.000.00

5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.247.698.526,85

6. Belanja Bagi Hasil Rp. 695.866.033,47

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.194.837.005,83
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 753.500.000.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 379.646.244.338,67

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Rp. 11.571.562.117.37
Rp. 83.859.400.921,34
Rp. 92.794.933.526.00

RjX 88.225.896.564.71

Rp. 567.872.140.903.38
Rp. (58.297.594.893.86)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 60.147.594.893,86
b. Pengeluaran Rp. 1.850.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 58.297.594.893.86
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 0,00

2. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yangditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ktentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita
Daerah Kabupaten Klungkung.

Diundangkan di Semarapura
pada tanggaLJJ November 2011
SEKRET*tfRIS DAEfe^H KABUPATEN

IG,

Ditetapkan di Semarapura
pada tangEaFR^opembcr 2011

BF.RITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 29
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